Menimbang :

Mengingat :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa Undang- Undang Dasar 1945 nenganmanat kan upaya
untuk nencerdaskan kehi dupan bangsa serta agar
Peneri ntah nengusahakan dan nenyel enggarakan satu
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan
Undang- undang;

bahwa penbangunan nasional di bidang pendidi kan
adal ah upaya nencerdaskan kehidupan bangsa dan
meni ngkat kan kualitas manusia Indonesia dalam
mewuj udkan nmasyarakat yang maju, adil dan maknur,
serta menmungki nkan para warganya nengenbangkan
diri bai k berkenaan dengan aspek jasmani ah nmaupun
rohani ah berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang
Dasar 1945;

bahwa untuk newujudkan penbangunan nasional di
bi dang pendi di kan di perlukan peningkatan dan
penyenpur naan penyel enggar aan pendi di kan
nasi onal

bahwa Undang-undang Nonor 4 Tahun 1950 tentang
Dasar - dasar Pendi di kan dan Pengajaran di Sekol ah
(Lenbar an Negar a Tahun 1950 Nonor 550),
Undang- undang  Nonor 12 Tahun 1954 tentang
Per nyat aan Ber| akunya Undang-undang Nonor 4 Tahun
1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang
Dasar - dasar Pendi di kan dan Pengajaran di Sekol ah
Untuk Seluruh Indonesia (Lenbaran Negara Tahun
1954 Nonor 38, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
550), dan Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1961
tentang Perguruan Tinggi (Lenbaran Negara Tahun
1961 Nonor 302, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
2361), serta Undang-undang Nonor 14 PRPS Tahun
1965 t ent ang Maj el is Pendi di kan Nasi onal
(Lenmbaran Negara Tahun 1965 Nonmor 80) dan
Undang-undang Nonor 19 PNPS Tahun 1965 tentang
Pokok- pokok Sistem Pendi di kan Nasi onal Pancasil a
(Lenmbaran Negara Tahun 1965 Nonor 81), perlu
di sesuai kan dengan kebut uhan dan tunt ut an
per kembangan pendi di kan nasional sebagai satu
si stem

bahwa sehubungan dengan hal -hal tersebut di atas
dan dal am rangka nemantapkan ketahanan nasiona

serta mewj udkan nmasyarakat maju yang berakar
pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional

yang berwawasan Bhi nneka Tunggal |ka berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu
di t et apkan Undang- undang t ent ang Si stem
Pendi di kan Nasi onal .

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31
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Undang- Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

BAB T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Undang- undang i ni yang di maksud dengan

1.

10.

11.
12.

Pendi di kan adal ah usaha sadar untuk nenyi apkan peserta didik
mel al ui kegi at an bi nbi ngan, pengaj aran, dan/atau | ati han bagi
peranannya di masa yang akan dat ang;

Pendi di kan nasional adalah pendidi kan yang berakar pada
kebudayaan bangsa |ndonesia dan yang berdasarkan pada
Pancasi | a dan Undang- Undang Dasar 1945;

Si stem pendi di kan nasional adalah satu keseluruhan yang
terpadu dari senua satuan dan kegiatan pendidi kan yang
berkaitan satu dengan |ainnya untuk nmengusahakan tercapai nya
t uj uan pendi di kan nasi onal ;

Jeni s pendi di kan adal ah pendi di kan yang di kel onpokkan sesuai
dengan sifat dan kekhususan tujuannya;

Jenjang pendidi kan adalah suatu tahap dalam pendidikan
ber kel anj ut an yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkenbangan
para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan
pengaj ar an;

Peserta didik adalah anggota nasyarakat yang Dberusaha
mengenbangkan dirinya nelalui proses pendidi kan pada jalur,
j enjang, dan jenis pendidi kan tertentu;

Tenaga kependi di kan adal ah anggot a masyar akat yang nmengabdi kan
di ri dal am penyel enggar aan pendi di kan;

Tenaga pendidik adalah anggota nmsyarakat yang bertugas
menbi mbi ng, nmengaj ar dan/atau nel ati h peserta didik;

Kuri kul um adal ah seperangkat rencana dan pengaturan nengenai
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedonman penyel enggaraan kegi at an bel aj ar - nengaj ar ;

Sunmber daya pendidikan adalah pendukung dan penunj ang
pel aksanaan pendidi kan yang terwujud sebagai tenaga, dana,
sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan
di dayagunakan ol eh keluarga, masyarakat, peserta didik dan
Penerintah, baik sendiri-sendiri nmaupun bersamasans;
War ga negara adal ah warga negara Republi k | ndonesi a;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang
pendi di kan nasi onal .

BAB IT
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DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendi di kan Nasi onal berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar
1945.

Pasal 3

Pendi di kan Nasi onal berfungsi untuk nengenbangkan kemanpuan serta
meni ngkat kan mutu kehi dupan dan martabat manusia | ndonesia dal am
rangka upaya newuj udkan tujuan nasional .

Pasal 4

Pendi di kan Nasi onal bertujuan nencerdaskan kehi dupan bangsa dan
nmengenbangkan manusia |ndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ber budi
pekerti luhur, memliki pengetahuan dan keteranpilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang nmantap dan nmandiri serta
rasa tanggung jawab kenmasyarakat an dan kebangsaan.

BAB IITI
HAK WARGA NEGARA
UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5

Setiap warga negara nenmpunyai hak yang sama untuk nenperol eh
pendi di kan.

Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesenpatan yang sel uas-|uasnya
unt uk nmengi kuti pendi di kan agar nenperol eh penget ahuan, kemanpuan
dan ket ranpi |l an yang sekur ang- kur angnya setara dengan
penget ahuan, kemanpuan dan ketranpilan tamatan pendi di kan dasar.

Pasal 7
Peneri naan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan
pendi di kan di sel enggar akan dengan tidak nmenbedakan jenis kel amn,
agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemanpuan ekonom ,

dan dengan tetap nengi ndahkan kekhususan satuan pendi di kan yang
ber sangkut an.

Pasal 8

(1) warga negara yang nem li ki kelainan fisik dan/atau nenta
ber hak nenper ol eh pendi di kan | uar bi asa.

(2)wWarga negara yang nemli ki kemanpuan dan kecerdasan | uar
bi asa ber hak nenperol eh perhatian khusus.

(3) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Penerintah.

BAB IV
SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN
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Pasal 9

(1) Sat uan pendi di kan menyel enggar akan kegi at an
bel aj ar-mengaj ar yang dil aksanakan di sekolah atau di
| uar sekol ah.

(2) Satuan pendi di kan yang di sebut sekol ah nerupakan bagi an
dari pendi di kan yang berjenjang dan ber si nanbungan.

(3) Satuan pendidi kan |uar sekolah neliputi kel uar ga,
kel onpok bel ajar, kursus, dan satuan pendidikan yang
sej eni s.

Pasal 10

(1) Penyel enggaraan pendi di kan dil aksanakan nelalui 2 (dua)
jalur yaitu jalur pendidikan sekol ah dan jal ur pendi di kan
| uar sekol ah.

(2)Jalur pendidi kan sekolah nerupakan pendidi kan yang
di sel enggar akan di sekol ah nmel al ui kegi at an
bel aj ar - mengaj ar secara berjenjang dan bersi nanbungan.

(3)Jal ur pendidi kan |uar sekolah nerupakan pendidi kan yang
di sel enggarakan  di | uar sekol ah nmel al ui kegi at an
bel aj ar - mengaj ar yang tidak har us berjenjang dan
ber si nanbungan.

(4) Pendi di kan kel uar ga mer upakan bagi an dari j al ur
pendi di kan luar sekolah yang disel enggarakan dal am
kel uarga dan yang nenberikan keyaki nan agama, nil ai
budaya, nilai noral dan keteranpil an.

(5) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (3)
yang tidak nmenyangkut ketentuan sebagai mana di maksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 11
(1) Jeni s pendidi kan yang termasuk jal ur pendidi kan sekol ah
terdiri atas pendi di kan unmum pendi di kan  kej uruan,
pendi di kan | uar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
keagamaan, pendi di kan akadem k dan pendi di kan

pr of esi onal .

(2) Pendi di kan urmum nerupakan pendidi kan yang mnengut anakan
perluasan pengetahuan dan peningkatan keteranpil an
peserta didik dengan pengkhususan yang diwjudkan pada
ti ngkat-tingkat akhir masa pendi di kan.

(3) Pendi di kan kej uruan mer upakan pendi di kan yang
menper si apkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam
bi dang tertentu.

(4) Pendi di kan luar biasa nerupakan pendi di kan yang khusus
di sel enggarakan untuk peserta didik yang nmenyandang
kel ai nan fisik dan/atau mental .

(5) Pendi di kan kedi nasan nerupakan pendi di kan yang berusaha
meni ngkat kan kenmanpuan dal am pel aksanaan tugas kedi nasan
untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departenen
Penerintah atau Lenbaga Penerintah Non Departenen
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(6) Pendi di kan keagamaan mer upakan pendi di kan yang
menper si apkan peserta didik untuk dapat nenjal ankan
peranan yang nenuntut penguasaan pengetahuan khusus
tentang aj aran agama yang ber sangkut an.

(7) Pendi di kan akadem k nerupakan pendidi kan yang di arahkan
terut ana pada penguasaan il mu penget ahuan.

(8) Pendi di kan pr of esi onal mer upakan pendi di kan yang
di arahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian
tertentu.

(9) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (2)
sanpai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan
Peneri nt ah.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Jenj ang pendi di kan yang termasuk jal ur pendi di kan sekol ah
terdiri atas pendidi kan dasar, pendidi kan nenengah dan
pendi di kan tinggi.

(2) Sel ai n jenjang pendi di kan sebagai nana di maksud pada ayat
(1), dapat disel enggarakan pendi di kan prasekol ah.

(3)Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk
satuan, |anma pendi di kan, dan penyel enggaraan pendi di kan
sebagai mana di naksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Per at uran Peneri nt ah.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 13

(1) Pendi di kan dasar di sel enggarakan untuk nengenbangkan
si kap dan kemanpuan serta nenberikan pengetahuan dan
ket eranpi | an dasar yang diperlukan untuk hidup dalam
masyar akat serta nenpersiapkan peserta didik yang
menenuhi persyaratan untuk nengi kuti pendi di kan nmenengabh.

(2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan,
| ama  pendi di kan dasar dan penyel enggaraan pendi di kan
dasar ditetapkan dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 14

(1) Warga negara yang berunur 6 (enam tahun berhak nengi kuti
pendi di kan dasar.

(2)Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban

mengi kuti pendi di kan dasar atau pendi di kan yang setara,
sanpai tamat.

www.bphn.go.id
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(3) Pel aksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan
Peneri nt ah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 15

(1) Pendi di kan nenengah di sel enggar akan untuk nel anj ut kan dan
nmel uaskan pendi di kan dasar serta nenyi apkan peserta didik

menj adi anggota mmsyarakat yang nemliKki kemanpuan
mengadakan hubungan ti nbal bali k dengan |ingkungan
sosial, budaya dan al am seki tar serta dapat

mengenbangkan kemanpuan |ebih lanjut dalam dunia kerja
at au pendi di kan tinggi .

(2) Pendi di kan  nmenengah terdiri atas pendidi kan unmum
pendi di kan kej uruan, pendidikan luar biasa, pendidikan
kedi nasan, dan pendi di kan keagamaan.

(3) Lul usan pendi di kan nenengah yang mnenmenuhi persyaratan
ber hak nel anj ut kan pendi di kan pada tingkat pendidikan
yang | ebi h tinggi.

(4) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Penerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 16

(1) Pendi di kan tinggi mer upakan kel anj ut an pendi di kan
nmenengah yang di sel enggarakan untuk menyi apkan peserta
di di k nmenj adi anggota masyarakat yang nmem li ki kenmanpuan
akadem k dan/atau profesional yang dapat nenerapkan,
mengenbangkan dan/atau nenciptakan ilnmu penget ahuan
t eknol ogi dan/ atau keseni an.

(2) Sat uan pendi di kan yang nenyel enggar akan pendi di kan ti nggi
di sebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akadem,
pol it ekni k, sekolah tinggi, institut atau universitas.

(3) Akadem nerupakan perguruan tinggi yang nenyel enggarakan
pendi di kan terapan dal am satu cabang atau sebagi an cabang
I | mu penget ahuan, teknol ogi atau kesenian tertentu.

(4) Pol i t ekni k mer upakan per gur uan tinggi yang
nmenyel enggar akan pendi di kan terapan dal am sej uni ah bi dang
penget ahuan khusus.

(5) Sekol ah ti nggi mer upakan per gur uan tinggi yang
nmenyel enggar akan pendi di kan akadem k dan/ at au pr of esi onal
dalam satu disiplinilnmu tertentu

(6)Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas
sejumah fakultas yang nenyel enggarakan pendi di kan
akadem k dan/atau profesional dalam sekel onpok disiplin
il mu yang sejenis.

(7)Uni versitas nerupakan perguruan tinggi yang terdiri atas
sejumah fakultas yang nenyel enggarakan pendi di kan
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akadem k dan/atau profesional dalam sejumiah disiplin
il mu tertentu.

(8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan
tinggi dan penyel enggaraan pendi di kan tinggi ditetapkan
dengan Per at uran Peneri nt ah.

Pasal 17

(1) Pendi di kan tinggi terdiri atas pendidi kan akadem k dan
pendi di kan prof esi onal .

(2) Sekol ah tinggi, institute dan uni versitas
menyel enggar akan pendi di kan akadem k dan/ at au
pr of esi onal .

(3) Akadem dan politeknik nenyel enggarakan pendi di kan
pr of esi onal .

Pasal 18

(1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, nagister,
dokt or, dan sebutan profesional.

(2)Celar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi,
institut, dan universitas.

(3) CGel ar mmgi ster dan doktor diberikan ol eh sekolah tinggi,
institut, dan universitas yang nenenuhi persyaratan.

(4) Sebut an prof esional dapat diberikan ol eh perguruan tinggi
yang menyel enggar akan pendi di kan prof esi onal .

(5)Institut dan universitas yang nmenenuhi persyaratan berhak
unt uk nenberi kan gel ar doktor kehormatan (doctor honoris
causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu mnenperol eh
penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang
| uar biasa dalam bidang ilnm pengetahuan, teknologi,
kemasyar akat an at aupun kebudayaan.

(6)Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara
penberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan
dengan Per at uran Peneri nt ah.

Pasal 19

(1) Gelar dan/atau sebutan |ulusan perguruan tinggi hanya
di benarkan di gunakan ol eh |ulusan perguruan tinggi yang
di nyat akan berhak nmemliki gelar dan/atau sebutan yang
ber sangkut an.

(2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan |ulusan perguruan
tinggi hanya di benarkan dalam bentuk yang diterima dari
perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk
si ngkat an sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Pasal 20
Penggunaan gel ar akadem k atau sebutan profesional yang diperol eh

dari perguruan tinggi di luar negeri harus di gunakan dal am bent uk
asli sebagai mana di perol eh dari per gur uan ti nggi yang
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ber sangkut an, secara | engkap ataupun dal am bent uk si ngkat an.
Pasal 21

(1) Pada wuniversitas, institut, dan sekolah tinggi dapat
di angkat guru besar atau profesor.

(2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai |abatan
akadem k di dasarkan atas kemanpuan dan prestasi akadem k
atau keil nmuan tertentu.

(3) Syar at - syar at dan tata cara pengangkatan ternasuk
penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan
dengan Per at uran Peneri nt ah.

Pasal 22

(1) Dal am penyel enggaraan pendi di kan dan pengenbangan il nu
penget ahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan
akadem k dan kebebasan m nbar akadem k serta otonom
kei | muan.

(2)Perguruan tinggi nmemliki otonom dalam pengel ol aan
| enbaganya sebagali pusat penyel enggaraan pendi di kan
tinggi dan penelitian ilm ah.

(3) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Penerintah.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 23

(1) Pendi di kan nasional bersifat terbuka dan nenberikan
kel el uasaan gerak kepada peserta didiKk.

(2) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di atur ol eh Menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidi kan nenpunyai
hak- hak beri kut

1. nendapat perlakuan sesuai dengan bakat, mnat, dan
kemanpuannya;

2. nmengi kuti program pendi di kan yang ber sangkut an atas dasar
pendi di kan  ber kel anj ut an, bai k  untuk mengenbangkan
kemanpuan diri maupun untuk mnenperol eh pengakuan ti ngkat
pendi di kan tertentu yang tel ah di bakukan;

3. nendapat bantuan fasilitas Dbelajar, beasi swa, at au
bantuan | ain sesuai dengan persyaratan yang berl aku;

4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang
tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan
peneri maan peserta didik pada satuan pendidikan yang
hendak di masuki
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5. nmenperol eh penuai an hasil| bel aj arnya;

6. nenyel esai kan program pendi di kan |ebih awal dari waktu
yang ditent ukan;

7. nmendapat pel ayanan khusus bagi yang nenyandang cacat.
Pasal 25

(1) Setiap peserta didi k berkewajiban untuk :
1.0 kut menanggung biaya penyel enggaraan pendi di kan,

kecual i bagi peserta didik yang dibebaskan dari
kewaj i ban tersebut sesuai dengan peraturan yang
ber | aku;

2. memat uhi semua peraturan yang berl aku;
3. menghormati tenaga kependi di kan;

4.1 kut nenelihara sarana dan prasarana serta kebersihan
keterti ban dan keamanan  satuan pendi di kan  yang
ber sangkut an.

(2) Pel aksanaan ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat
(1) diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Peserta didi k berkesenpatan untuk nengenbangkan kenmanpuan diri nya
dengan bel ajar pada setiap saat dal am perjal anan hi dupnya sesuai
dengan bakat, m nat, dan kenmanpuan nasi ng- nasi ng.

BAB VII
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

(1) Tenaga kependi di kan bertugas nenyel enggarakan kegi atan
nmengaj ar, nelatih, neneliti, mengenbangkan, nengelola,
dan/atau nenberi kan pelayanan teknis dalam bidang
pendi di kan.

(2) Tenaga kependi di kan, neliputi tenaga pendidik, pengelola
satuan pendi di kan, penilik pengawas, peneliti dan
pengenbang di bidang pendidi kan, pustakawan, |aboran dan
tekni si sunber bel aj ar.

(3) Tenaga pengaj ar nerupakan tenaga pendidik yang khusus
di angkat dengan tugas utanma nengaj ar, yang pada jenjang
pendi di kan dasar dan nmenengah disebut guru dan pada
j enj ang pendi di kan tinggi disebut dosen.

Pasal 28

(1) Penyel enggar aan kegi atan pendi di kan pada suatu jenis dan
jenjang pendidi kan hanya dapat dilakukan oleh tenaga
pendi di K yang nmenpunyai wewenang nengaj ar .

(2)Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga
pendi di kK yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan
Undang- Undang dasar 1945 serta nemliki kualifikasi
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sebagai tenaga pengaj ar.

(3) Pengadaan guru pada jenjang pendi di kan dasar dan nenengah
pada dasarnya di sel enggarakan nel al ui | enbaga pendi di kan
t enaga keguruan.

(4) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Peneri nt ah.

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penbangunan nasional, Penerintah dapat
mewaj i bkan warga negara Republik Indonesia atau nmem nta
warga negara asing yang nemliki ilm pengetahuan dan
keahlian tertentu nenjadi tenaga pendidiKk.

(2) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di t et apkan dengan Perat uran Penerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependi di kan yang bekerja pada satuan pendidi kan
tertentu nmenpunyai hak-hak beri kut

1. menperol eh penghasilan dan jam nan kesej aht eraan sosi al

a. tenaga kependidikan yang nmemliki kedudukan sebagai
pegawai negeri nenperoleh gaji dan tunjangan sesuai
dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai

negeri ;
b. Penerintah dapat nenberi tunjangan tanbahan bagi
t enaga kependi di kan at aupun gol ongan t enaga

kependi di kan tertentu;

c. tenaga kependi di kan yang bekerj a pada sat uan
pendi di kan yang di sel enggarakan ol eh masyar akat
menperol eh gaji dan tunjangan dari badan/ perorangan
yang bertanggung jawab atas satuan pendidi kan yang
ber sangkut an;

2. nmenperol eh penbi naan karir berdasarkan prestasi kerja;

3. nenperol eh per | i ndungan hukum  dal am nmel aksanakan
t ugasnya;

4. menperol eh penghargaan sesuai dengan darna baktinya;

5. nenggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan
yang | ai n dal am nel aksanakan tugasnya.

Pasal 31
Seti ap tenaga kependi di kan ber kewaj i ban unt uk :

1. nenbina loyalitas pribadi dan peserta, didik terhadap
i deol ogi negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;

2. nmenjunjung tinggi kebudayaan bangsa;

3. nel aksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
pengabdi an;
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4. nmeni ngkat kan kemanpuan prof esi onal sesuai dengan tuntutan
per kembangan ilnmu pengetahuan dan teknol ogi serta
penbangunan bangsa;

5. nenjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang
di beri kan masyar akat, bangsa dan negar a.

Pasal 32

(1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependi di kan
di beri kan berdasar kan kemanpuan dan prestasi nya.

(2) Penbi naan dan pengenbangan tenaga kependidikan pada
satuan pendi di kan yang disel enggarakan ol eh Penerintah
di atur ol eh Penerint ah.

(3) Penbi naan dan pengenbangan tenaga kependidikan pada
satuan pendi di kan yang disel enggarakan ol eh nmasyarakat
di at ur ol eh penyel enggara  satuan pendi di kan  yang
ber sangkut an. .
(4) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di t et apkan dengan peraturan Penerintah.
BAB VIII
SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 33

Pengadaan dan pendayagunaan sunber daya pendi di kan di | akukan
Peneri ntah, masyarakat, dan/atau kel uarga peserta didik.

Pasal 34
(1) Buku pelajaran yang digunakan data pendidikan jalur
pendi di kan sekol ah disusun berdasarkan pedoman yang
di t et apkan ol eh Peneri nt ah.

(2) Buku pel aj aran dapat diterbitkan ol eh Penerintah ataupun
swast a.

Pasal 35

ol eh

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang

di sel enggar akan ol eh Peneri nt ah maupun masyar akat
nmenyedi akan sunber bel aj ar.

Pasal 36

(1) Biaya penyel enggaraan kegiatan pendidikan di satuan
pendi di kan yang di sel enggarakan ol eh Penerintah nenjadi
t anggung j awab Peneri nt ah.

(2)Bi aya penyel enggaraan kegiatan pendidikan di satuan
pendi di kan yang di sel enggarakan ol eh masyarakat nenj adi
tanggung |jawab badan/perorangan yang nenyel enggarakan
sat uan pendi di kan.

(3) Peneri ntah dapat nenberi bantuan kepada satuan pendi di kan
yang di sel enggarakan oleh masyarakat sesuai dengan
per at uran yang ber| aku.

har us
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BAB IX
KURIKULUM

Pasal 37

Kuri kul um di susun untuk newujudkan tujuan pendidi kan nasional
dengan nenperhati kan tahap perkenbangan peserta didik dan
kesesuai annya dengan | i ngkungan, kebutuhan penbangunan nasi onal
per kembangan ilnmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian,
sesuai dengan jenis dan jenjang nasing-nmasi ng satuan pendi di kan.

Pasal 38

(1) Pel aksanaan kegi atan pendi di kan dal am satuan pendi di kan
di dasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional
dan kurikulum yang disesuai kan dengan keadaan, serta
kebut uhan |i ngkungan dan ciri khas satuan pendi di kan yang
ber sangkut an.

(2) Kuri kul um yang berlaku secara nasional ditetapkan ol eh
Menteri, atau Menteri I ai n, atau Pinpinan Lenbaga
Penerintah Non Departenen berdasarkan pel i npahan wewenang
dari Menteri.

Pasal 39

(1) 1Isi kuri kulum nerupakan susunan bahan kajian dan
pel aj aran untuk nencapai tujuan penyel enggaraan satuan
pendi di kan yang ber sangkut an dal am rangka upaya
pencapai an tuj uan pendi di kan nasi onal .

(2)Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidi kah
waj i b nenuat
a. pendi di kan Pancasi |l a;
b. pendi di kan agana; dan
c. pendi di kan kewar ganegar aan.

(3)I'si kurikulum pendi di kan dasar nenuat sekurang-kurangnya
bahan kajian dan pel ajaran tentang :

a. pendi di kan Pancasi |l a;

pendi di kan agama;

pendi di kan kewar ganegar aan;

bahasa | ndonesi a;

menbaca dan nenulis;

mat emat i ka (termasuk berhitung);
pengant ar sai ns dan teknol ogi ;

il mu bum ;

. sej arah nasi onal dan sejarah unmum
j . kerajinan tangan dan keseni an;

k. pendi di kan jasmarii dan kesehat an;
| . mengganbar; serta

m bahasa | nggri s.

SQe 0o o oo
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(4) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud pada ayat (2)
dan ayat (3)diatur oleh Menteri.

BAB X
HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH
Pasal 40

(1) Jum ah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap satuan pendi di kan di atur ol eh Menteri.

(2)Hari - hari l'i bur unt uk sat uan pendi di kan yang
di sel enggarakan oleh Penerintah diatur oleh Menteri
dengan nmengi ngat ket ent uan har i raya nasi onal
kepenti ngan pendi di kan, kepentingan agama dan faktor
musi m

(3) Satuan pendi di kan yang disel enggarakan ol eh nmasyarakat
dapat mengat ur hari - har i liburnya sendiri dengan
mengi ngat ketentuan yang di naksud pada ayat (1) dan ayat

(2
BAB XI
BAHASA PENGANTAR
Pasal 41

Bahasa pengantar dalam pendidi kan nasional adal ah  bahasa
I ndonesi a.

Pasal 42
(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar
dal am tahap awal pendidi kan dan sejauh diperlukan dal am
penyanpai an penget ahuan dan/ atau keteranpilan tertentu.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar

sej auh di perl ukan dal am penyanpai an penget ahuan dan/ at au
ket eranpi | an tertentu.

BAB XII
PENILAIAN
Pasal 43

Ter hadap kegi atan dan kenmajuan bel ajar peserta didik dilakukan
peni | ai an.

Pasal 44

Peneri ntah dapat nenyel enggarakan penilaian hasil belajar suatu
jenis dan/ atau jenjang pendi di kan secara nasional .

Pasal 45
Secara berkal a dan berkel anjutan Penerintah nel akukan penilaian

terhadap kuri kulum serta sarana dan prasarana pendidi kan sesua
dengan kebut uhan dan perkenbangan keadaan.
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Pasal 46

(1) Dal am rangka penbinaan satuan pendidi kan, Penerintah
nmel akukan penilaian setiap satuan pendidikan secara
ber kal a.

(2)Hasil penilaian sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di umunkan secara terbuka.
BAB XIII
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 47
(1) Masyar akat sebagai mtra Penerintah berkesenpatan yang
sel uas-luasnya untuk berperanserta dal am penyel enggaraan
pendi di kan nasi onal .

(2)CGiri khas satuan pendidi kan yang disel enggarakan ol eh
masyar akat tetap diindahkan.

(3) Syar at - syar at dan tata cara dalam penyel enggaraan
pendi di kan dit et apkan dengan Per aturan Peneri nt ah.

BAB XIV
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48
(1) Kei kut sertaan masyarakat dalam penentuan Kkebijaksanaan
Menteri  berkenaan dengan sistem pendidi kan nasiona
di sel enggar akan nmel al ui suat u Badan Perti mbangan

Pendi di kan Nasi onal yang beranggot akan tokoh-tokoh
masyarakat dan yang nenyanpai kan saran, nasehat, dan
pem kiran | ain sebagai bahan perti nbangan.

(2) Penbent ukan Badan Perti nbangan Pendi di kan Nasional dan
pengangkat an anggot a- anggot anya di | akukan ol eh Presi den.
BAB XV
PENGELOLAAN

Pasal 49

Pengel ol aan sistem pendi di kan nasional adalah tanggung jawab
Menteri.

Pasal 50
Pengel ol aan satuan dan kegi atan pendi di kan yang di sel enggarakan
ol eh Penerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau
Pi npi nan Lenbaga Penerintah lain yang nenyel enggarakan satuan
pendi di kan yang ber sangkut an.

Pasal 51
Pengel ol aan satuan dan kegi atan pendi di kan yang di sel enggarakan

ol eh masyar akat di | akukan ol oh badan/ per or angan yang
nmenyel enggar akan sat uan pendi di kan yang ber sangkut an.
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BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 52

Peneri ntah nel akukan pengawasan atas penyel enggaraan pendi di kan
yang di sel enggarakan ol eh Penerintah ataupun oleh nmasyarakat
dal am rangka penbinaan perkenbangan satuan pendi di kan yang
ber sangkut an.

Pasal 53
Menteri  berwenang nenganbil tindakan admnistratif terhadap
penyel enggara satuan pendi di kan yang nel akukan pel anggaran
t er hadap ket entuan Undang-undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
(1) Satuan pendi di kan yang di sel enggarakan ol eh Perwakil an
Republ ik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta
di di k warga negara adal ah bagi an dari sistem pendidi kan
nasi onal

(2) Satuan pendidikan yang disel enggarakan di wi | ayah
Republ i k I ndonesia ol eh perwakilan negara asing khusus
bagi peserta didik warga negara asing tidak termsuk
si st em pendi di kan nasi onal .

(3)Peserta didik warga negara asing yang nengikuti
pendi di kan di satuan pendi di kan yang nerupakan bagi an
dari sistem pendi di kan nasi onal wajib nmenaat i
ket ent uan- ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan
pendi di kan yang ber sangkut an.

(4) Kegi atan pendi di kan yang disel enggarakan dalam rangka
kerja sama internasional atau yang disel enggarakan ol eh
pihak asing di wlayah Republik Indonesia dilakukan
sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang
ti dak bertentangan dengan kepenti ngan nasi onal .

(5) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di meksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan
Per at uran Peneri nt ah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1)Barang siapa dengan sengaja nelakukan pel anggaran
terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan
pi dana penjara selama-|lamanya 18 (del apan belas) bul an
atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000, 00
(l'ima belas juta rupiah).
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(2) Ti ndak pidana sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) adal ah
kej ahat an.

Pasal 56

(1)Barang siapa dengan sengaja nelakukan pel anggaran
t erhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal
29 ayat (1) dipidana kurungan selana-lamanya 6 (enam
bul an at au pi dana denda setinggi-tinggi nya Rp
5.000. 000,00 (lima juta rupiah).

(2) Ti ndak pi dana sebagai mana di maksud pada ayat (1) adal ah
pel anggar an.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang nerupakan peraturan
pel aksanaan Undang-undang Nonor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar
Pendi di kandan Pengaj aran di Sekolah (Lenbaran Negara Tahun 1950
Nonor 550), Undang-undang Nonmor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan
Ber | akunya Undang-undang Nonmor 4 Tahun 1950 dari Republik
I ndonesi a Dahul u tentang Dasar-dasar Pendi di kan dan Pengaj aran di
Sekol ah Untuk Sel uruh I ndonesia (Lenbaran Negara Tahun 1954 Nonor
38, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 550), dan Undang-undang Nonor
22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lenbaran Negara Tahun
1961  Nonor 302, Tambahan Lenbaran Negara  Nonor 2361),
Undang- undang Nonor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Tahun 1965 Nonor 80) dan Undang-undang
Nonor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendi di kan
Nasi onal Pancasila (Lenbaran Negara Tahun 1965 Nonor 81) yang ada
pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berl aku,
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang- undang ini .

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat nul ai berl akunya Undang-undang ini, Undang-undang Nonor
4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidi kan dan Pengajaran di
Sekol ah (Lenmbaran Negara Tahun 1950 Nonmor 550), Undang-undang
Nonor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berl akunya Undang-undang
Nonor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang
Dasar - dasar Pendi di kan dan Pengajaran di Sekol ah Untuk Sel uruh
I ndonesi a (Lenbaran Negara Tahun 1954 Nonor 38, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 550), Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1961 tentang
Per guruan Tinggi (Lenbaran Negara Tahun 1961 Nonor 302, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 2361), Undang-undang Nonor 14 PRPS Tahun
1965 tentang Majelis Pendidi kan Nasional (Lenbaran Negara Tahun
1965 Nonor 80) dan Undang-undang Nonor 19 PNPS Tahun 1965 tentang
Pokok- pokok Si stem Pendi di kan Nasi onal Pancasila (Lenbaran Negara
Tahun 1965 Nonor 81) di nyatakan tidak berl aku.

Pasal 59

Undang-undang ini nul ai berl aku pada tanggal di undangkan.
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Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd
SOEHARTO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989

MENTERI / SEKRETARI S NEGARA
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